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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan di Pengadilan Agama Jombang
untuk menjawab tiga pertanyaan, yaitw: perfama, Bagaimana deskripsi putusan
hakim Pengadilan Agama Jombang pada perkara Nomor: 1194/Pdt.G/2009/PA.Jbg
tentang permintaan nafkah anak?, kedva, Bagalmana istinbat Hukum perkara
Nomor: 1194/Pdt.G/2009/PA.Tbg tentang permintaan nafkah anak pasca perceraian
di Pengadilan Agama Jombang?, dan Ketigs, Bagaimana analisis hukum Islam
terhadap putusan Nomor: 1194/Pdt.G/2009/PA Jbg tentang permintaan nafkah anak
pasca perceraian di Pengadilan Agama Jombang?

Data penelitian dihimpun melalui studi kasus (dengan mempclajari penetapan
Pengadilan Agama Jombang yang ada kaitannya dengan perkara tuntutan nafkah
anak pasca perceraian) serta pembacaan dan kajian teks yang kemudian dianalisis
dengan teknik deskriptif-deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa deskripsi hakim Pengadilan Agama
Jombang pada perkara permintaan nafkah anak No. 1194/Pdt.G/2009/PA.Jbg,
majelis hakim berpendapat bahwa ayah secara ekonomi mampu memberikan nafkah
untuk keempat orang anak. Hakim berdasarkan pertimbangan kemampuan dan
penghasilan ayah (Tergugat) yang bekerja sebagai penjual daging ayam dengan skala
kecil.

Istinbat hukum yang dipakai oleh Hakim Pengadilan Agama Jombang dalam
memutuskan perkara gugatan nafkah anak pasca perceraian yang diajukan oleh ibu
adalah berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-undang No.l tahun 1974, Pasal 98
huruf a dan Pasal 105 huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa
ayah wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya tersebut sampai berumur 21 tahun
atau sudah menikah, =000 |

Analisis hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Jombang °
yang mewajibkan ayah memberi nafkah untuk anak meliputi biaya pemeliharaan dan
pendidikan anak adalah benar dan sejalan dengan hukum Islam, karena pemberian
nafkah tersebut hukumnya wajib.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka untuk melindungi hak anak-anak
setelah kedua orang tuanya bercerai, scbaikmya Hakim Pengadilan Agama
mencantumkan dan menetapkan uvang nafkah kepada ayah untuk diberikan setiap
bulannya. Dan membuat peraturan yang tegas mengenai pemberian nafkah dan
pelaksanaannya, apabila ayah tidak memberikan vang nafkah yang dijanjikan dapat
dikenai sanksi yang tegas. Bagi masyarakat hendaknya memperhatikan tata cara
berperkara agar gugatan dapat dipertimbangkan sebaik mungkin dan didapatkan
keputusan yang benar dan adil. Dalam mengambil keputusan scorang Hakim harus
‘memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak agar putusan yang diambil lebih
tepat dan dirasa adil bagi para pihak yang berperkara.

vi
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia dalam dua jenis kelamin yang berlainan.
Tiap-tiap manusia pria dan wanita selalu ada daya tarik satu sama lain untuk
hidup bersama dalam rumah tangga dan keluarga. Rumah tangga itu terbentuk
dari perkawinan atau pernikahan. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang
wanita tidak dapat dinamakan rumah tangga atau keluarga apabila keduanya
tidak terikat oleh perkawinan.'

Melalui perkawinan akan terbentuk keluarga yang daripadanya akan lahir
generasi muda, putera-putera bangsa yang sanggup meneruskan kehidupan ini
selaras dengan kehendak Allah. Perkawinan juga memberikan jalan yang aman
pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum
perempuan agar tidak laksana rumput liar yang bisa dimakan oleh binatang
ternak seenaknya.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk
agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.’

Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera

' Masjkur Anhari, Usaha-Usaha Untuk Memberikan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan,
(Surabaya: Diantama, 2007), h. 1

2 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 6, (Bandung: PT. Ma’arif, 1990), h. 10

3 Abdul Rahman Ghazali, Figh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 22



dapat terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan
hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang
antar anggota keluarga. Jika ada sorga di dunia, maka sorga itu adalah
perkawinan yang bahagija.*

Selain itu, ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan
dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga
sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan
keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan,
agar tercipta ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi yang bersangkutan,
ketenteraman keluarga dan masyarakat.’

Ikatan perkawinan merupakan ikatan yang paling suci dan kokoh. Dan
tidak ada sesuatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang sifat kesuciannya
yang demikian agung itu.

Allah berfirman dalam surat An-Nisa’ ayat 21:

ol T s ) iy sl 55 45,0605
®|F _J: ‘f‘;-:

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian
kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-
isteri. Dan mercka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu
petjanjian yang kuat.’

* M. Fauzil Adhim, Kado Pernikahan Untuk Istriku, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998), h. 23
5 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumu Aksara, 1999), h. 27
¢ Depag RI, A/-Qur’an dan Terjemahnys, (Jakarta: 1995), h. 120



Jika ikatan antara suami istri sedemikian kokoh kuatnya, maka tidak
sepatutnya dirusak dan disepelekan. Setiap usaha untuk menyepelei(an hubungan
perkawinan dan melemahkannya adalah dibenci oleh Islam, karena ia merusak
kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri.

Dalam sebuah perkawinan tidak selamanya baik-baik saja, tak selalu
damai-damai saja, manakala ikatan cinta kasih sebagai fondasi penting dalam
perkawinan itu sudah terurai dan tidak bisa dipertahankan lagi, maka perceraian
adalah jalan yang kerap diambil suami atau isteri untuk menyelesaikan
masalahnya. Perceraian merupakan malapetaka bagi si anak sebab si anak tidak
lagi dapat merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang merupakan
unsur penting bagi pertumbuhan anak.

Jika perceraian itu terjadi, dan telah diperoleh seorang anak maka anak
yang akan dirugikan. Karena itu, untuk menjamin kesejahteraan dan ketentraman
anak terutama anak dibawah umur maka di Indonesia diberlakukan Undang-
Undang yang mengatur tanggung jawab orang tua terhadap biaya pemeliharaan
dan pendidikan anak pasca perceraian untuk memberi perlindungan bagi
kepentingan masa depan anak.

Berdasarkan HIR pasal 178 bahwa:

1. Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala

alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.



2. Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan ia tidak diijinkan
menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, dan memberikan
daripada yang digugat.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pas.al 98, mengisyaratkan bahwa
kewajiban orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik,
membekali mereka dengan ilmu pengetahuan untuk bekal mereka dihari dewasa.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a) menjelaskan:
Dalam hal terjadinya perceraian: Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau
belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.”

Wanita (ibu kandung) lebih berhak mengasuh anak, karena ibu jauh
memiliki kelembutan dan kasih sayang apalagi anak tersebut masih memerlukan
ASI kecuali jika ada penghalang yang menghapuskan hak si ibu untuk mengasuh
anak.

Diriwayatkan dari Amr bin Ss?u’aib dengan menukil dari ayahnya, dari

kakeknya
P ’a P o”:/o @ s A0r //*.’ ' P [ 0} or 0 »
B3 6 b of Ugte M @ ) ek on A A e
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berkata “Ya Rasulullsh, sesungguhnya anakku ini perutku menjadi

7 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kempilasi Hukum Islam, h. 33



tempatnya, susuku menjadi minumnya, pangkvanku menjadi

pemeliharaannya, dan sesungguhnya ayahnya telah mentalaq saya dan

dia hendak mengambil anaknya dari pangkuanku”. Lalu Rasulullah

Saw. bersabda kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama

kamu belum menikah lagi.”®

Pada hadist diatas dapat disimpulkan bahwa ibulah yang berhak
memelihara anaknya selama anak itu memerlukan pelayanan seorang wanita.
Untuk mendidik anak, ibu memegang peranan penting, walaupun ayah harus
memberikan perhatian terhadap pendidikan anak-anak, tetapi ibulah pertama- |
tama memikul tanggung jawab, ibu yang melahirkan, mengasuh, dan
membesarkan. Jbu yang paling tahu keadaan anak oleh karenanya ibu pertama-
tama yang bertanggung jawab, dan dapat menguasai perhatian anak-anak.’
Meskipun pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian dilakukan ibu dari
anak tersebut, biaya pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab ayah.

Di dalam Kompilasi:Hukum Islam pasal 156 huruf (d): “Semua biaya
hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut
kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat
mengurus diri sendiri (21 tahun).” '® Senada pula dengan dengan bunyi pasal 105

huruf (c) Kompilasi Hukum Islam: “Biaya pemeliharaan ditanggung oleh

ayahnya”.

8 Abi Daud, Sunan Abi Daud, Juz ITT, Beirut, Darul Qutub al-Ilmiah, 1996, tt. 446
® Masjkur Anhari, Usaha-Usaha Untuk Memberikan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan, h. 40
19 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, h. 49



Adapun nafkah anak dibebankan kepada ayah sesuai dengan firman Allah
surat Al-Baqarah ayat 233 :
L S0 880 o Gl :d’ . .
Dy pdl G058y 805, A 2 5ed oy

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu
dengan cara yang ma'ruf’’

Dalam Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 41 (b)
mengisyaratkan bahwa seorang bapak mempunyai tanggung jawab atas semua
biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak.

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama
ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut
setelah terjadi perceraian. Dalam memelihara, mendidik dan membiayai anak
yang masih kecil diperlukan kerjasama dan tolong menolong hingga anak
tersebut dewasa dan bisa melakukan pekerjaannya sendiri tanpa perlu bantuan
dari orang lain termasuk orang tuanya sendiri.

Dalam skripsi ini penulis mencoba untuk mengetahui alasan dan
menganalisis deskripsi hakim Pengadilan Agama Jombang dan istinbat hukum
perkara tentang nafkah anak menurut hukum Islam. Untuk itu diperlukan
penelitian dalam skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan
Pengadilan Agama Jombang Nomor: 1194/Pdt.G/2009/PA.Jbg tentang

Permintaan Nafkah Anak Pasca Perceraian’,

" Depag RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya, h. 57



B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan

Dari penjelasan latar belakang masalah diatas, agar permasalahannya

lebih jelas, maka perlu adanya identifikasi masalah, yaitu:

1.

Ketentuan undang-undang tentang tanggung jawab orang tua terhadap biaya
pemeliharaan dan pendidikan anak.

Ketentuan hukum Islam tentang kewajiban orang tua memelihara dan
mendidik anak.

Seorang ibu lebih berhak terhadap pemeliharaan anak sebelum anak itu
berumur 12 tahun.

Ketentuan hukum Islam terhadap nafkah anak.

Tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak.

Agar masalah ini tidak terlalu luas dan tepat pada sasaran yang

diharapkan, maka perlu adanya batasan-batasan masalah, yaitu:

1.

Deskripsi putusan hakim Pengadilan Agama Jombang pada perkara nomor:

1194/Pdt.G/2009/PA.Jbg tentang permintaan nafkah anak.

. Istinbat hukum perkara nomor: 1194/Pdt.G/2009/PA.Jbg tentang permintaan

nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Jombang.

. Analisis hukum Islam terhadap putusan nomor: 1194/Pdt.G/2009/PA.Jbg

tentang permintaan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama

Jombang,.



C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat

dirumuskan beberapa masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, rumusan

tersebut adalah:

1.

Bagaimana Deskripsi Putusan Hakim Pengadilan Agama Jombang Pada
Perkara Nomor: 1194/Pdt.G/2009/PA.Jbg Tentang Permintaan Nafkah Anak?
Bagaimana Istinbat Hukum Perkara Nomor: 1194/Pdt.G/2009/PA.Jbg
Tentang permintaan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama
Jombang?

Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Nomor:
1194/Pdt.G/2009/PA.Jbg tentang Permintaan Nafkah Anak Pasca Perceraian

di Pengadilan Agama Jombang?

D. Kajian Pustaka

Mengenai masalah permintaan nafkah anak di Pengadilan Agama, telah

dibahas dalam beberapa skripsi pada penelitian sebelumnya, penelitian yang

dilakukan oleh mahasiswa di IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari’ah

yaitu:

1.

Skripsi karya Fatimah Az-Zahra, mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syari’ah Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah dengan judul “Analisis
Hukum Islam terhadap Putusan PTA Surabaya no.133/Pdt.G/2007/PTA.Sby

pada tahun 2008, yang membahas tentang upaya penggugat (ayah) terhadap



hak hadhanah dan nafkah anak, mengenai hadhanah dan nafkah anak telah
terjadi kesepakatan antara ayah dan ibu, dalam hal ini hakim memutuskan
hak asuh anak pada ibu karena sudah ada perjanjian atau kesepakatan
bersama sebelumnya.'?

2. Skripsi karya Ulil Maghfiroh tahun 2007 dengan judul “7Tinjavan Hukum
Islam terhadap Keputusan Hakim tentang Biaya Pemeliharaan dan
Pendidikan Anak Akibat Perceraian’. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang
biaya pemeliharaan dan pendidikan anak pada masa lampau dan akan datang
digugat dan dikabulkan oleh hakim."

3. Skripsi karya Izza Dinihari, mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan
judul “Realitas Pemberian Nafkah Anak setelah Perceraian di Kecamatan
Pabean Cantian Kodya Surabaya (Kajian terhadap ketentuan KHI pasal 156
huruf (d)). Dalam skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan pemberian
nafkah untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anak pada umumnya para
ayah tidak memberikannya dengan baik, kadar nafkah yang diberikan
disesuaikan dengan kemampuan sang ayah, para ayah tidak memberikan

biaya hadhanah dan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa (21 tahun).'*

"2 Fatimah Az-Zahra, Analisis Hukum Islam terhadsp Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya
No. 133/Pdt,G/2007/PTA.SBY tentang Hadhanalh dan Nafkah Anak Akibat Perceraian, Skripsi
Jurusan AS Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008.

B uiil Maghfiroh, 7injauvan Hukum Islam terhadap Keputusan Hakim tentang Biaya Pemeliharaan
dan Pendidikan Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo, Skripsi Jurusan AS Fakultas
Syariah TAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007.

" 1zza Dinihari, Realitas Pemberian Nafkah anak Setelah Perceraian di Kecamatan Pabean Cantian
Kodya Surabaya (Kajian terhadap Ketentuan KHI Pasal 156 huruf (d)), Skripsi Jurusan AS Fakultas
Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003.
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Berbeda halnya dengan penulis pada skripsi ini, dalam penelitiannya
penulis memfokuskan pada putusan Pengadilan Agama Jombang tentang
Permintaan Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam perkara Nomor:
1194/Pdt.G/2009/PA.Jbg. Tuntutan nafkah masa lampau (nafkah madhiyah)
tidak dapat dikabulkan oleh hakim sebagai hutang suami dikarenakan ibu juga
ikut menanggung nafkah untuk anak, dalam hal ini sesuai undang-undang
perkawinan No.l tahun 1974 pasal 41 huruf (b). Selama empat tahun pasca
perceraian, ayah tidak memberikan nafkah dengan alasan sang anak tidak mau

mengakui dan menghormati ayahnya sebagai orang tua.

E. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui deskripsi putusan hakim Pengadilan Agama Jombang
pada perkara nomor: 1194/Pdt.G/2009/PA.Jbg tentang permintaan nafkah
anak.

2. Untuk mengetahui istinbat hukum terhadap perkara permintaan nafkah anak
pasca perceraian di Pengadilan Agama Jombang.

3. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap permintaan nafkah anak

pasca perceraian di Pengadilan Agama Jombang.
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F. Kegunaan Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran
bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya dapat digunakan
untuk:

1. Dari Segi Teoritis, sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan
khususnya di bidang kekeluargaan Islam yang berkaitan dengan perkara
permintaan nafkah anak. Dan juga dapat dijadikan sebagai bahan tambahan
dan masukan bagi penyusunan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan
masalah nafkah anak.

2. Dari Segi Praktis, diharapkan dapat dijadikan acuan bagi praktisi hukum atau
masyarakat untuk lebih memahami arti sebuah pernikahan dan masalah

pemberian nafkah untuk anak dari ayahnya pasca perceraian.

G. Definisi Operasional
Berdasarkan definisi etimologis dari beberapa kamus, maka definisi
operasional dari “Analisis Hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama
Jombang Nomor: 1194/Pdt.G/1009/PA.Jbg tentang Permintaan nafkah anak
pasca perceraian” adalah sebagai berikut:
Hukum Islam : Peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan
diformulasikan kedalam empat produk pemikiran,

diantaranya: figh, fatwa, putusan pengadilan, undang-



Putusan Pengadilan

Nafkah Anak

Pasca Perceraian
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undang dan Kompilasi Hukum Islam yang dipedomani

dan diberlakukan bagi umat Islam Indonesia."

: Pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis

dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk
umum, sebagai suatu produk (Pengadilan Agama)
sebagai hasil dari suatu pemeriksaan suatu perkara

gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. '®

: Belanja untuk hidup sebagai pendapatan, uang;

belanja dari suami yang diberikan kepada isteri untuk

anak-anak.'”

: Perpisahan, putusnya hubungan sebagai suami isteri

karena talak.'®

Jadi, yang dimaksud dengan “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan

Pengadilan Agama Jombang Nomor: 1194/Pdt.G/2009/PA.Jbg Tentang

Permintaan Nafkah Anak Pasca Perceraian” adalah peraturan-peraturan yang

diambil dari wahyu dan diformulasikan kedalam figh, fatwa, putusan pengadilan,

undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam yang dipedomani dan diberlakukan

bagi umat Islam di Indonesia terhadap pernyataan hakim yang dituangkan dalam

bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum,

sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya

'> Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, h. 9
'® Gumala Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, h. 152
'” Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 4. 289.

18 Ibid h. 76
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sengketa tentang belanja hidup dari suami yang diberikan kepada isteri untuk

anak-anak setelah terjadinya perceraian.

H. Metode Penelitian
1. Data yang dikumpulkan
Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan di atas,
maka data yang dihimpun meliputi:

a. Data yang terkait dengan putusan Pengadilan Agama Jombang, dalam
perkara nomor 1194/Pdt.G/2009/PA.Jbg tentang tuntutan nafkah anak
pasca perceraian.

b. Landasan hukﬁm yang dipakai oleh para hakim Pengadilan Agama
Jombang dalam menyelesaikan masalah terscbut.

2. Sumber Data
Data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer
dan sumber data sekunder yaitu:

a. Sumber primer, yaitu sumber utama yang dijadikan acuan dan
dikumpulkan langsung dilapangan oleh peneliti, antara lain:"®
1) Hakim dan panitera Pengadilan Agama Jombang yang berkaitan

dengan kasus tuntutan nafkah anak
2) Dokumen-dokumen resmi yang ada kaitannya dengan hasil ketetapan
hakim di Pengadilan Agama Jombang yang berkaitan dengan tuntutan

permintaan nafkah anak.

9 Soerjono Soekanto; Pengantar Penelitian Hukum, b. 12
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b. Sumber sekunder, yaitu sumber tambahan atau pendukung yang diperoleh

atau dikumpulkan oleh peneliti yang mencakup buku-buku, dokumen-

dokumen resmi dan hasil penelitian yang berwujud laporan.20 ‘Buku-buku

yang berkaitan dengan masalah yang dibahas diantaranya:

1) Masjkur Anhari, Usahs-Usaha Untuk Memberikan Kcpastian Hukum
dalam Perkawinan, Surabaya: Diantama, 2007.

2) Kompilasi Hukum Islam, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008.

3) M. Fauzil Adhim, Kado Pernikahan Untuk Istriku, Y ogyakarta: Mitra
Pustaka, 1998.

4) Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 6, Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1990.

5) Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bumi
Aksara, 1999.

6) Abd. Rahman Ghazali, Figh Munakahat, Bogor: Kencana, 2003.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, penulis menggunakan

teknik-teknik sebagai berikut:

a. Wawancara atau interview, yaitu teknik pengumpulan data dengan

mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada hakim dan

jawaban-jawaban tersebut dirckam atau dicatat. Dalam penelitian ini
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wawancara yang dilaksanakan adalah deep interview,”’ (wawancara
mendalam) dengan jalan tanya jawab kepada para hakim dan panitera
Pengadilan Agama Jombang yang berkaitan dengan kasus gugatan nafkah
anak pasca perceraian wntuk mendapatkan informasi lebih x};endalam.

b. Studi Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan
melalui data tertulis dengan mempergunakan “content analysis’?
Dokumen yang digunakan ialah putusan Pengadilan Agama Jombang
Nomor: 1194/Pdt.G/2009/PA.Jbg.

4. Teknik Analisis Data

Adapun metode yang dikumpulkan dalam analisis hasil penelitian ini,
penulis menggunakan metode sebagai berikut:

Deskriptif analisis, yaitu melukiskan penetapan tentang permintaan
nafkah anak di Pengadilan Agama Jombang secara sistematis, cermat dan
faktual dan kesimpulannya diambil melalui logika induktif. Induktif, yaitu
cara berfikir untuk memberi alasan yang dimulai dengan pernyataan yang
spesifik untuk menyusun suatu argumentasi yang bersifat umum. Maksudnya
diawali dengan menggambarkan sebuah obyek tentang realitas yang terdapat
dalam sebuah perkara, kemudian dilakukan penilaian berdasarkan teori dan

dasar hukum yang terkait dengan dokumen tersebut dan ditarik sebuah

pernyataan umum.

2! Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif; h. 180
2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, h. 21
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I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini lebih sistematis dan terarah maka sistematika

pembahasan dapat dibagi menjadi lima bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I

Bab II

Bab III :

: Bab ini merupakan gambaran secara umum tentang skripsi ini yang

berisi: Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah dan
Pembatasan, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian,
Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian yang
meliputi: Data yang Dikumpulkan, Sumber Data, Teknik
Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data serta Sistematika
Pembahasan.

Bab ini merupakan konsep umum tentang permintaan nafkah anak
meliputi: Nafkah Anak dalam Hukum Islam, antara lain: Pengertian
Nafkah Anak, Dasar Hukumnya, Sebab-sebab yang Mewajibkan
Nafkah, Kadar Nafkah Keluarga, dan Nafkah Keluarga Menjadi
Kewajiban Suami. Serta Hadhanah dalam Hukum Islam, antara lain:
Pengertian Hadhanah, Dasar Hukum Hadhanah, Rukun dan Syarat-
syarat Hadhanah, Masa Hadhanah, Upah Hadhanah.

Bab ini merupakan uraian tentang laporan hasil penelitian yang
meliputi tentang Keberadaan Pengadilan Agama Jombang, Sejarah,
Letak Geografis, Kedudukan dan Wilayah Hukum, Struktur

Organisasi Pengadilan Agama Jombang, Deskripsi Putusan Hakim
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BABII
KONSEP UMUM TENTANG NAFKAH ANAK

A. Hadinah dalam Hukum Islam
1. Pengertian Hadanah

Hadanah berasal dari kata “Hidan", artinya: lambung. Dan seperti
kata: Hadana ath-thaairu baidhahu, artinya bmmg itu mengempit telur di
bawah sayapnya. Begitu pula dengan perempuan (ibu) yang mengempit
anaknya.'

Hadanah menurut bahasa berarti “meletakkan sesuatu dekat tulang
rusuk atau di pangkuan”, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan
anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu n‘lelindungi dan
memelihara anaknya, sehingga “hadanah’ dijadikan istilah yang maksudnya:
“pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri
sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu”.?

Para ulama fikih mendefinisikan: Hadanah yaitu melakukan
pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan,
atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang

menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan

! Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 8 h. 160
2 Abdul Rehman Ghazali, Figh Munakahat, h. 175

18
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merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya, agar mampu berdiri
sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.

Adapula yang mendefinisikan hadanah dengan menjaga orang yang
tidak bisa mengurus dirinya sendiri dan mengasuhnya dengan macam-macam
cara penumbuhan dan pembinaan, dan berakhir bagi anak kecil sampai umur
tamyiz}

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab
orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta
mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya,
tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta
pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinu sampai anak tersebut
mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu
berdiri sendiri.*

2. Dasar Hukum Hadanah

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya
adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan
perkawinan. Sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang
masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Kewajiban membiayai anak yang
masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam

tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.’

3 Ashori Umar Sitanggal, Figh Syafi i sistematis, tt: 446
4 Amir Nuruddin, Hukum Perdsta Islam di Indonesia, h. 294
5 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesis, h. 328
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Allah berfirman dalam Surat At-Tahrim ayat 6 :

. 4 s 5 -2 2 lza’ o . o’z"e 2 2 ’.ﬂ - .
ety 20 G355 16 $Slafy pSCl 1 1T Ll Gt ¢
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Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan kelvargamu
dari api neraka yang bahan bakarnya -adalah manusia dan batu;
penjaganya malaikat-malaikat  yang kasar, keras, dan tidak
mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada
mereka dan selalu mengerjakan apa yang dipen’ntabkan.‘

Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara
keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota
keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah,
termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.”

Pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “Anak
yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya, kecuali bila
ibunya meninggal dunia”

Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 41 huruf (a) menjelaskan:
“Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-
anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana terdapat
perselisihan mengenai penguasaan anak-anak; pengadilan ~memberi

kcputusannya.”

¢ Depag Rl, Al-Qur’an dan Terjemahnys, h. 951
7 Abdul Rahman Ghazali, Figh Munakahat,h. 177
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Dalam scbuah hadist dijelaskan:
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Dari Abdullah bin Amru r.a (katanya): Sesungguhnya seorang wanita
berksts “Ya Rasulullah, sesunggubnya anskku ini perutku menjadi
tempatnys, susuku menjadi minumnya, pangkuanku menjadi
pemeliharaannya, dan sesungguhnya ayahnya telah mentalaq saya dan
dia hendak mengambil anaknya dari pangkuanku. ” Lalu Rasulullah
Saw. bersabda kepadanya: "Fngkau lebih berhak terhadapnya selama
kamu belum menikah lagi.”®
Hadis itu memmjukkan bahwa ibu apabila dia sudah menikah maka
gugurlah haknya dari asuhan dan pemeliharaan anaknya, Demikian menurut
pendapat mayoritas ulama. Kata Ibnul Mundzi: sudah sepakat pendapat
seperti ini setiap ulama yang menghafal hadist tersebut. Menurut Al-Hasan
dan Tbnu Hamz: tidak gugur hak pemelibaraan olch ibunya karena
pernikahannya. Beliau berdasarkan alasan bahwa Anas bin Malik tetap
berada dalam pemeliharaan ibunya yang sudah menikah lagi. Demikian juga
Ummu Salamah yang kawin dengan Nabi saw., sedangkan anaknya tetap
berada dalam pemeliharaannya. Demikian pula anak Hamzah telah
diputuskan oleh Rasulullah saw. untuk dipelihara oleh bibinya padahal dia

sudah kawin lagi.”

® Aby Daud, Sunan Abu Davd, Juz III, Beirut, Darul Qutub al-imish, 1996, tt. 446
-9 As Shan’any, Subulus Salam juz III, alih bahasa: Abu Bakar Muhammad, h. 821
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Para imam mazhab sepakat bahwa hak memelihara ada pada ibu
selama ibu belum bersuami lagi, tetapi bila ia telah bersuami lagi dan sudah
disetubuhi, maka gugurlah hak untuk memelihara anaknya.'®

3. Rukun dan Syarat-syarat Hadanah

Pemeliharaan dan pengasuhan anak itu berlaku antara dﬁa unsur yang
menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh disebut
hadin dan anak yang diasuh mahdim. Keduanya harus memenuhi syarat yang
ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas dan pengasuhan itu. Dalam masa
ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk
memelihara anak hasil dari perkawinan itu. Setelah terjadinya perceraian dan
keduanya harus berpisah, maka ibu dan atau ayah berkewajiban memelihara
anaknya secara sendiri-sendiri.""

Seorang hadinah (ibu asuh) yang menangani dan menyelenggarakan
kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu adanya kecukupan dan
kecakapan. Kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat
tertentu. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak terpenuhi satu saja maka
gugurlah kebolehan menyelenggarakan hadanaimya."

Syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Berakal schat, jadi bagi orang yang kurang akal dan gila, keduanya tidak

boleh menangani hadanah.

10 Sva’roni, as-, Al-Mizanu al-Kubra I, h. 140
" Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 328
12 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 8, b. 165
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b. Dewasa, sebab anak kecil sekalipun yang sudah mumayyiz, tetapi ia tetap
membutuhkan orang lain yang mengurusi urusannya dan mengasuhnya.
Karena itu ia tidak boleh menangani urusan orang lain.

c. Mampu mendidik; karena itu tidak boleh menjadi pengasuh orang yang
buta atau rabun, sakit menular atau sakit yang melemahkan ja;Mnya
untuk mengurus kepentingan anak kecil, tidak berusia lanjut, yang bahkan
ia sendiri perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumahnya
sehingga merugikan anak kecil yang diurusnya, atau bukan orang yang
tinggal bersama orang yang sakit menular atau bersama orang yang suka
marah kepada anak-anak, sckalipun kerabat anak kecil itu sendiri,
schingga akibat kemarahannya itu tidak bisa memperhatikan kepentingan
si anak secara sempurna dan menciptakan suasana yang tidak baik."

d. Amanah dan berbudi; sebab orang yang curang tidak aman bagi anak kecil
dan tidak dapat dipercaya akan dapat menunaikan kewajibannya dengan
baik. Bahkan nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti
kelakuan orang yang curang ini.

e. Islam; anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan
muslim, karena sesungguhnya pengasuh itu adalah orang yang betul-betul
ingin mendidik anaknya berdasarkan agamanya dan sesunggubnya Allah

melarang keras kepemimpinan orang-orang kafir atas orang-orang

B mbid h. 166
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mu'min. Allah hanya membolehkan orang-orang yang beriman
sebagiannya lebih berhak menjadi pemimpin sebagian lainnya.*

Allah berfirman dalam surat An-Nisa’ ayat 141 :
A W,,.J; P ,_,,,.Lin A s

Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-
orang kafir untuk memusnakan orang-orang yang beriman.”

f Ibunya belum kawin lagi; jika si ibu telah kawin lagi dengan laki-laki lain
maka hak hadanafmya hilang. Hukum ini berkenaan dengan si ibu tersebut
kawin lagi dengan laki-laki lain. Tetapi bila ibu kawin dengan laki-laki
yang masih dekat kekerabatannya dengan anak kecil tersebut, seperti
paman dari ayahnya maka hak hadanalmya tidak hilang. Sebab paman itu
masih berhak dalam masalah hadanah karena hubungan kekerabatannya
dengan anak kecil tersebut sehingga akan bisa bersikap mengasihi serta
memperhatikan haknya, maka akan terjadi kerjasama yang sempurna di
dalam menjaga anak kecil itu, antara si ibu dengan suami yang baru ini.’

g. Merdeka; sebab seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-
urusan tuannya, schingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak

kecil.

W Ash-Shan’any, Subulus Salam Juz 3, alih bahasa Abu Bakar Muhammad. h. 826
15 Depag RI, Al-Qur’an dan Tegjemahnys, b. 146

16 M. Thalib, Perkawinan Menurut Islsm, h. 175

" Sayyid Sabiq, Fikih Sunnzh Jilid 8,h. 170
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Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (makdim)itu adalah:
1) Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri
dalam mengurus hidupnya sendiri.
2) Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalnya dan oleh karena itu
tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot.'®
4. Masa Hadanah
Tidak terdapat ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang menerangkan
dengan tegas tentang masa hadanah, hanya terdapat isyarat-isyarat yang
menerangkan ayat tersebut. Karena itu para ulama berijtihad sendiri-sendiri
dalam menetapkannya dengan berpedoman kepada isyarat-isyarat itu."”
Asuhan terhadap anak berakhir apabila scorang anak tidak
memerlukan lagi pelayanan seorang ibu, sudah baligh atau sudah dapat
melayani keperluannya sendiri, dapat makan, mandi dan berpakaian sendiri.
Karena itu, tidak ada batasan waktu tertentu untuk menetapkan berakhirnya’
masa mengasuh anak, ukurannya adalah masa tamyiz. Apabila anak sudah
dapat mengurus dirinya sendiri dan tidak memerlukan rawatan ibu berarti
selesailah masa asuban bagi seofang anak.”
Menurut mazhab Hanafi: hadanah anak laki-laki berakhir pada saat

anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus

18 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 329
19 Abdul Rahman Ghazali, Figh Munakahat, b. 185
2 Hamdani, al-, Risalah Nikah, h. 323
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keperluannya sehari-hari, seperti makan, minum, mengatur pakaian,
membersihkan tempatnya dan sebagainya. Sedangkan masa hadanah wanita
berakhir apabila ia telah baligh, atau telah datang masa haid pertamanya.
Pengikut mazhab Hanafi yang terakhir ada yang menetapkan bahwa masa
hadanah itu berakhir umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 11 tahun bagi
perempuan.

Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa masa hadanah itu berakhir setelah
anak mumayyiz, yakni berumur antara lima dan enam tahun, dengan dasar

hadis:

;;wq,f,ufu,_.w;;;ru,wmymdwdu

i 0

P , Or M

whel e
Rasulullah SAW bersabda: anak ditetspkan antara bapak dan ibunya
sebagaimans anak (anak yang belum mumayyiz) perempuan
ditetapkan antara bapak dan ibunya?!

Dalam Undang-undang No. 25 tahun 1929 pasal 20, telah
dicantumkan batas umur hadanah sebagai berikut: “Dari hakim berhak
menghentikan perempuan yang melakukan hadanah, bagi anak lelaki sesudah
7 sampai 9 tahun, dan bagi anak perempuan sesudah umur 9 sampai 10 tahun,
bilamana kepentingan si anak menghendaki demikian”. Ukuran kepentingan
anak lelaki dan anak perempuan yang masih kecil ini terserah kepada

pertimbangan hakim sendiri.

2l Apdul Rahman Ghazali, Figh Munakahat, h. 186
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Kata penjelasan undang-undang tersebut tentang pasal ini
menjelaskan: “Praktek yang berlaku sampai sekarang ialah bahwa hak
hadémah berakhir ketika telah mencapai umur 7 tahun bagi lelaki, dan 9 tahun
bagi perempuan.”?

5. Upah Hadanah

Ibu tidak berhak atas upah hagdanab, selama ia masih menjadi isteri
dari ayah kecil ini atau selama masa ‘iddaimya. Karena ia dalam keadaan
tersebut masih mempunyai hak nafkah sebagai isteri dan nafkah masa
iddah®

Allah berfirman dalam surat Al-Bagarah ayat 233 yang berbunyi :

L o3 of sif 1 s e P RS VA )

-
2 2

55y Sy sy 4 2 S 2

(WA

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya sclama dva tahun
penub, yaitu bagi yang ingin menyémpurnakan penyusuan. Dan
kewajiban ayah memberi nafkah kepada mereka (ibu-ibu) dan pakaian
dengan cara yang ma ruf?
Pada ayat di atas dijelaskan bahwa scorang ibu apabila anaknya masih
kecil harus disusui selama dua tahun dan ayah berkewajiban memberikan

nafkah untuk ibu (isteri) maupun wanita lain yang menyusui anaknya.

2 gayyid Sabiq, Fikih Sunnah 8 h. 174
2 M. Thalib, Perkawinan Menurut Islam, h. 176
- Depag R, Al-Qur’sn dsn Terjemahnys, h. 57
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Adapun sesudah habis ‘ddalmya, maka ia berhak akan upah itu

seperti haknya kepada upah menyusui. Karena Allah berfirman dalam surat

At-Thalaq ayat 6:

’

7. s s - . el o ° ° .t e o ] °
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Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil,
maka berikanlah kepada mereks nafkahya hingga mereka bersalin,
kemudian jika mercka menyusukan (anak-anak)mu untvkmu maka
berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah diantara
kamy (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui
kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu)
untuknya.”

Perempuan selain ibunya boleh menerima upah hadanabh, se}'ak saat

menangani hadanafmya, seperti halnya perempuan penyusu yang bekerja

menyusui anak kecil dengan bayaran (upah).

Seorang ayah wajib membayar upah penyusuan dan hadanah, juga

wajib membayar ongkos sewa rumah atau perlengkapannya jika sekiranya si

ibu tidak memiliki rumah sendiri sebagai tempat mengasuh anak kecilnya. Ia

juga wajib membayar gaji pembantu rumsh tangga atau menyediakan

pembantu tersebut jika si ibu membutuhkannya, dan ayah memiliki

kemampuan untuk itu. Hal ini bukan termasuk dalam bagian nafkah khusus

- B Ibid h. 946
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bagi anak kecil, seperti: makan, minum, tempat tidur, obat-obatan dan
keperluan lain yang pokok dan sangat dibutuhkannya.”

Menurut pendapat Syafi’i dan Hambali: Wanita yang mengasuh
berhak atas upah bagi pengasuhan yang diberikannya, baik dia berstatus ibu
sendiri maupun orang lain bagi anak itu. Syafi'i menegaskan bahwa, -
manakala anak yang diasuh itu mempunyai harta sendiri, maka upah tersebut
diambilkan dari hartanya, sedangkan bila tidak, upah itu merupakan
tanggung jawab ayahnya atau orang yang berkewajiban memberi nafkah
kepada si anak.

Menurut Maliki dan Imamiyal. Wanita pengasuh tidak berhak atas
upah bagi pengasuhan yang diberikannya, tetapi Imamiysh mengatakan
bahwa, si ibu berhak atas upah. Kalau anak yang disusui itu mempunyai
harta, maka orang yang menyusuinya diberi upah yang diambilkan dari
hartanya, tapi kalau tidak punya, upah itu menjadi tanggungan ayahnya bila
ayahnya itu orang mampu.

Menurut Hanafi pengasuh wajib memperoleh upah manakala sudah
tidak ada lagi ikatan perkawinan antara ibu dan bapak si anak, dan tidak pula
dalam masa ‘iddah dan talaq raj’i. Demikian halnya bila ibunya berada dalam
keadaan “ddah dari falag ba’in atan fask nikah yang masih berhak atas

nafkah dari ayah si anak.

.. 2 Abdul Rehman Ghazali, Figh Munakshat, h. 188
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Upah bagi orang yang mengasuh wajib diambilkan dari harta si anak
bila dia mempunyai harta, dan bila tidak, upah itu menjadi tanggungan orang

yang berkewajiban memberi nafkah kepadanya.”

B. Nafkah Anak Dalam Hukum Islam
1. Pengertian Nafkah Anak

Nafagat adalah jamak dari kata “pafagali’ dan maksudnya ialah
sesuatu yang diberikan atau dikorbankan oleh manusia yang dia butuhkan
sendiri oleh yang dibutubkan oleh orang lain berupa makanan, minuman,
pakaian, rumah, dan sebagainya.’z8 Dalam istilah figih, nafkah berarti suatu
pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang-orang atau pihak
yang berhak menerimanya. Nafkah utama yang diberikan itu bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian dan tempat
tinggal. Faktor yang menyebabkan nafkah ialah perkawinan, hubungan darah
(keluarga) dan pemilikan terhadap sesuatu yang memerlukan adanya
nafkah.”

Dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia dijelaskan, bahwa nafkah anak
adalah belanja wajib yang diberikan oleh seseorang kepada tanggungannya.

Nafkah itu meliputi kebutuhan schari-hari seperti makan, pakaian dan tempat

7 Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Lima Mazhab, h. 419

% Ach-Shan’any, Subulus Salam Juz 3, alih bahasa Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al-Ikhlas,
1995) h. 788

 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, h. 341
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tinggal. Kewajiban memberi nafkah timbul karena ikatan pernikahan, yaitu
ikatan perwalian, yaitu seorang wali terhadap tanggungannya. Di masa lalu
ada juga nafkah karena ikatan pemilikan, yaitu seorang tuan terhadap
kemampuan dan kebiasaan setempat.*’

Sedangkan anak berasal dari kata al-walad yang berarti keturunan
yang kedua; orang yang lahir dari rabim seorang ibu baik laki-laki maupun
perempuan atau khunsa sebagai hasil dari persetubuhan antara dua lawan
jenis. Anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah adalah anak sah,
sedangkan anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah atau perzinaan oleh
masyarakat lazim discbut anak zina. Dalam Islam dibedakan antara anak
yang masih kecil (belum balig) dan anak yang sudah balig. Anak yang masih
kecil ada yang belum mumayyiz (belum bisa membedakan yang hak dan
batil) dan ada yang sudah mumayyiz. Hukum-hukum yang berhubungan
dengan anak antara lain: nasab, kewarisan (ilmu faraid), pemyusunan
(raqli"al), pemeliharaan (haddnal) dan perwalian.”

Menurut W.J.S Poerwadarminta, anak adalah manusia yang masih

kecil.?? Jadi dapat diambil suatu pengertian bahwa nafkah anak adalah

% Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Ensiklopedi Nasional, b. 4
3 Dahlan, Abdul Aziz (eds), Ensiklopedi Hukum Islam, h. 112
32 poerwadarwinta, Kamus Umum Babasa Indonesiz, h. 38
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belanja wajib yang diberikan oleh ayah karena ikatan keluarga (hubungan
darah) terhadap manusia yang masih kecil.

Dalam hukum Islam, nafkah anak erat hubungannya dengan hadanabh.
Hadanah berarti pemeliharaan anak laki-laki atau perempuan yang masih
kecil atau anak dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum
dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala
yang membahayakan dirinya, mendidik jasmani dan rohani serta akalnya,
supaya si anak dapat berkembang dan mengatasi persoalan hidup yang
dihadapinya.33 Pengertian tersebut selaras dengan pendapat Sayyid Sabig,
bahwa hadanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil,
laki-laki ataupun perempuan ataupun yang sudah besar, tetapi belum
mumayyiz tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu Yyang
menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan
merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri
sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.**

Dengan demikian antara nafkah anak dan hadanah (pemeliharaan
anak) tidak bisa dipisahkan, sebab di dalam pemeliharaan anak pasti

dibutuhkan pengeluaran uang atau belanja.

33 Hamdani, al-, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, alih bahasa: Agus Salim, (Jakarta: Pustaka
Amani, 2002), h. 318
3 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnsh 8, (Bandung: PT. Ma’arif, 1990), h. 173
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2. Dasar Hukumnya

Di dalam undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 41 huruf
(b) dijelaskan bahwa “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya
pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak
dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan‘dapat
menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya terscbut”.

Senada dengan hal tersebut, di dalam Kompilasi Hukum Islam pada
pasal 156 huruf (d) yang berbunyi: “Semua biaya hadanah dan nafkah anak
menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya
sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.>

Dalam hal pemberian nafkah anak, Allah swt. telah menjelaskan

dalam Al-qur’an surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:
. Jor . 65 o .
-’J;~J‘J Sy ) 933:4‘ =3
Dan kewajiban 8yab memberi makan dan pakaian kepada para ibu
dengan cara ma'ruf*®

Allah berfirman dalam surat An-Nisa’ ayat 5:

b 5350 G RV ‘;.M WSirpd 2gila 1 V)

f Jor ,z o2 °..-

AN 15 o2 ST
Berilah mercka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan
ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik*’

35 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, h. 49

* Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnys, b. 57
3 mbid bh. 115 ;
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3. Sebab-sebab yang Mewajibkan Nafkah

a. Sebab keturunan. Bapak dan ibu, kalau bapak tidak ada wajib memberi
nafkah kepada anaknya; begitu juga kepada cucu, kalau dia tidak
mempunyai bapak. Syarat wajibnya nafkah atas kedua i!n} bapak kepada
anak ialah apabila si anak masih kecil dan miskin, atatu sudah besar tetapi
tidak kuat berusaha dan miskin pula. Begitu pula sebaliknya, anak wajib
memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak kuat
lagi berusaha dan tidak mempunyai harta. Dalam surat Luqgman ayat 15:

So - 45 s 30

by, G 3 Logrlo)y

Dan pergaulilsh kedvanya (bapak-ibu) di dunia dengan baik™
Cara bergaul yang baik itu amat banyak, ringkasnya adalah menjaga agar
keduanya jangan sampai sakit hati atau kesusahan, dan menolong
keduanya dalam segala keperluannya.

b. Sebab pernikahan. Suami diwajibkan memberi nafkah kepada isterinya
yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain menurut
keadaan di tempat masing-masing dan menurut kemampuan suami.

c. Sebab milik. Seseorang yang memiliki binatang wajib memberi makan
binatang itu, dan dia wajib menjaganya jangan sampai diberi beban lebih

dari semestinya.”

3% Ibid, b. 655
. .39 Sulaiman Rasjid, Figh Is/am, (Bandung: CV. Sinar Baru Algesindo, 2010), h. 423
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4. Kadar Nafkah Keluarga

Menurut pendapat Imam Syafi’i, bahwa nafkah itu ditentukan dengan
mud (takaran). Wajib atas orang yang mampu duva Mud setiap hari, bagi yang
menengah satu Mud dan orang yang miskin juga satu Mud. Menurut Al Hadi:
dua Mud setiap hari dan dalam setiap bulan dua dirham. Menurut yang
diriwayatkan dari Abu Ya’la: Yang wajib, dua kati (16 once) roti setiap hari
bagi orang yang miskin dan kaya. Keduanya hanya berbeda tentang sifatnya
dan kemurahannya, karena sesungguhnya orang kaya dan miskin itu sama-
sama tentang kadar yang dimakan setiap hari.®

Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekadar mencukupi
keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang
yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat. *' Disesuaikan
dengan keadaan dan tingkatan suami. Walaupun sebagian ulama mengatakan
bahwa nafkah isteri itu ditetapkan dengan kadar yang tertentu, hanya sekadar
cukup serta disesuaikan dengan keadaan suami. Keterangannya terdapat

dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 228:
P PR TR T A A T A R
B e Ay 35 aile JUn ATy Oy A el s e o4l

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan
kewajibannya menurut cara yang ma’rut

0 Ash-Shan’any, Subulus Salam Juz 3, alih bahasa: Abu Bakar Muhammad, h. 790
! Sulaiman Rasjid, Figh Islam, h. 421
2 Depag R1, A/-Qur’sn dan Terjemahnya h. 55 - -
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Dari ayat diatas jelaslah bahwa nafkah isteri itu harus sesuai dengan
ketaatannya. Seorang isteri yang tidak taat (durhaka) kepada suaminya, tidak
berhak mendapatkan segala nafkah.®

Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat At-Talaq ayat 7, yang berbunyi:

rEd ° -’ ‘.’ e Lo
Lraw opp ARy B &4.;
- Pl P

4

Hendaklah orang yang mampu memberi naftkah menurut
kemampuannya.

5. Nafkah Keluarga Menjadi Kewajiban Suami
Kaum muslimin sepakat bahwa, perkawinan merupakan salah satu
sebab yang mewajibkan pemberian nafkah, seperti halnya dengan
kekerabatan. Nafkah atas isteri ditetapkan nash-nya dalam surat Surat Al-
Bagarah ayat 233 berikut:
5l LafeSTy e, 4,0 )

Dan kewajiban ayah adz;lab memberi makanan dan pakaian kepada
para ibu dengan cara yang ma ruf®

Yang dimaksud para ibu dalam hadis diatas adalah isteri-isteri,
sedangkan yang dimaksud dengan ayah adalah suami-suami.
Berdasarkan hadist yang berbunyi:
I’/.’.O ’/’,/ P 2 ./f /’f’ﬂ/o.,/ [ ’r_/aar
.ﬂ}fﬁd.,gzu‘;,\.g,:z " ,)c%é@,uﬂ.ga))“}ﬁotd!&a
Hak seorang wanita atas suaminya adalah dikenyangkan perutnys,

dan ditutupi badannya (diberi pakaian). Kalau wanita tersebut tidak
mengetahui hal itv, dia dismpuni.

43 Sulaiman Rasjid, Figh Islam, h. 423
“ Depag R, A/-Qur’an dan tegjemahnys, b. 946
 Ibid b, 57 R A
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Dalam sebuah hadist juga dijelaskan: Hindun putri Utbah isteri Abu
Sofyan masuk menghadap pada Rasulullah saw, seraya beliau berkata: “Ya
Rasulullah, sesungguhnya Abu Sofyan adalah seorang lelaki yang kikir. Dia
tidak memberikan saya nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anakku
selain apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa setahunya. Apakah
saya berdosa karena perbuatanku itu?”. Lalu beliau bersabda: “Ambillah oleh
kamu sebagian hartanya dengan cara yang baik secukupnya untuk kau dan
anak-anakmu.”"’

Dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa, scorang

kepada isteri dan anak dengan cara yang baik.

4 Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Lima Mazhab, alih bahasa: Afif Muhammad, (Jakarta: PT.
Lentera, 2000), h. 400
41 Ag Shan’iny, Subulus Salam juz ITJ, alih bahasa: Abu Bakar Muhammad, h. 789



BAB III
PERMINTAAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG

A. VKewenangan Pengadilan Agama Jombang
1. Kewenangan Relatif
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
menjelaskan bahwa:

a. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam
(pasal 1 ayat 1).

b. Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi
rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini (pasal 2).

c. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh
Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama (pasal 3 ayat 1).

d. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada
Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi (pasal 3 ayat 2).

e. Di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan
yang diatur dengan undang-undang (pasal 3A).

f Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota dan

daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota (pasal 4 ayat 1).

L X9 ]
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Pengadilan Agama Jombang yang merupakan salah satu pengadilan di
lingkungan Peradilan Agama, dengan sendirinya merupakan peradilan Khusus,
yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang
beragama Islam dan yang tunduk dalam wilayah hukumnya, mengenai perkara
perdata Islam sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Sedangkan wilayah hukum Pengadilan Agama Jombang sesuai Undang-
undang No. 3 tahun 2006 pasal 4 ayat 1 yang berbunyi:

“Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota dan
dserah hukumnya meliputi wilsyah kabupaten atau kota.”

Dari pasal terscbut dapat dipahami bahwa pengadilan agama
berkedudukan di kota atau ibukota kabupaten yang mana dalam hal ini
Pengadilan Agama Jombang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Desa
Denanyar Jombang.

Sedangan wilayah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten. Jadi,
Pengadilan Agama Jombang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah
Jombang yang terdiri dari 21 Kecamatan yang meliputi 306 Desa/Kelurahan,
yaitu:2
1) Kecamatan Jombang, terdiri dari 20 Kelurahan/Desa

2) Kecamatan Diwek, terdiri dari 20 Kelurahan/Desa

' Amandemen Undang-undang Peradilan Agama (UU RI No. 3 Th. 2006), (Jakarta, Sinar Grafika,
2006),h.3
2 D)pta digmbil dari pengadilan Agama Jombang, 23 Desember 2010
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3) Kecamatan Gudo, terdiri dari 18 Kelurahan/Desa

4) Kecamatan Perak, terdiri dari 13 Kelurahan/Desa

5) Kecamatan Tembelang, terdiri dari 14 Kelurahan/Desa
6) Kecamatan Megaluh, terdiri dari 13 Kelurahan/Desa
7) Kecamatan Bandarkedungmulyo, terdiri dari 11 Kelurahan/Desa
8) Kecamatan Plandaan, terdiri dari 13 Kelurahan/Desa
9) Kecamatan Kudu, terdiri dari 10 Kelurahan/Desa

10) Kecamatan Ngusikan, terdiri dari 12 Kelurahan/Desa
11) Kecamatan Ploso, terdiri dari 13 Kelurahan/Desa

12) Kecamatan Kabuh, terdiri dari 16 Kelurahan/Desa

13) Kecamatan Mojoagung, terdiri dari 18 Kelurahan/Desa
14) Kecamatan Kesamben,terdiri dari 14 Kelurahan/Desa
15) Kecamatan Peterongan, terdiri dari 14 Kelurahan/Desa
16) Kecamatan Jogoroto, terdiri dari 11 Kelurahan/Desa
17) Kecamatan Sumobito, terdiri dari 21 Kelurahan/Desa
18) Kecamatan Mojowarno, terdiri dari 19 Kelurahan/Desa
19) Kecamatan Ngoro, terdiri dari 13 Kelurahan/Desa

20) Kecamatan Bareng,terdiri dari 13 Kelurahan/Desa

21) Kecamatan Wonosalam, terdiri dari 9 Kelurahan/Desa
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2. Kewenangan Absolut
Kewenangan absolut Pengadilan Agama Jombang sesuai dengan yang
tercantum dalam Undang-undang No. 3 tahun 2006 pasal 49 yaitu:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama
Islam di bidang:

a. Perkawinan;

b. Waris;

c. Wasiat;

d. Hibah;

e. Wakaf;

£ Zakat;

g Infag;

bh. Shadagah; dan

i, Ekonomi Syari’ah.’

Dari penjelasan pasal 49 Undang-undang No. 3 tahun 2006 di atas dapat
dipahami bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara yang
meliputi:*

1) Tjin Poligami

2) Pencegahan Perkawinan
3) Penolakan Perkawinan
4) Pembatalan Perkawinan

5) Kelalaian atas kewajiban suami istri

6) Cerai Talak

7) Cerai Gugat

3 Redaksi Sinar Grafika, Amandemen Undang-undang Persdilan Agama (UU RI No. 3 Th. 2006),
(Jakarta, Sinar Grafika, 2006), h. 18

4 Data diambil dari Laporan Perkara yang diterima Menurut Jenisnya pada Pengadilan Agama
Jombang Tahun 2010 = = - e e ‘ .



8) Harta Bersama

9) Penguasaan Anak

10) Nafkah oleh ibu

11) Hak-hak bekas istri

12) Pengesahan Anak

13) Pencabutan kekuasaan orang tua
14) Perwalian

15) Pencabutan kekuasaan wali
16) Penunjukan orang lain

17) Ganti rugi terhadap wali
18) Asal usul anak

19) Isbat Nikah

20) Izin Kawin

21) Dispensasi Nikah

22) Wali Adol

23) Kewarisan

24) Wasiat

25) Hibah

26) Waqaf

27) Shadaqah

28) Ekonomi Syari’ah
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Yang sccara umum, kewenangan Pengadilan Agama Jombang meliputi:
Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wagqaf, Shadagah dan Ekonomi

Syari’ah. Dengan catatan, perkara tersebut dalam tingkat pertama.



3. Struktur Organisasi

KETUA
H. MASYHURI BADAR, S.H.
WAKIL KETUA
1. Drs. H. Musyafa’, S.H., M.H. Drs. SUKANDAR, S.H.
2. Drs. H. Moh., Syafi’, SH,LMH. | e
3. Drs. H. Suryana, S.H.
4. Arudji, S.H. PANITERA/SEKRETARIS
5. Drs. M. Ridwan Awis
6. Siti Aisyah, S.Ag. Drs. A. NURUL MUJAHIDIN
WAKIL PANITERA ; WAKIL SEKRETARIS
Djunaidi, S.H. E Taufik, S.HL
C ! ': ‘ ,
PANMUD HUKUM PANMUD PERMOHONAN PANMUD GUGATAN :. KAUR KEPEG. KAUR KEUANGAN KAUR UMUM
Des. Syafrudin Abd. Mannan Effendi H. Agus Hamid, S.H. ': Suyadim Mashuri Firman Isdiantara G., S.H.
[roocoTTTToTTtTTTmToTTmoTTmTTTTeTTTTT $mmmmsocsossesssoososoSssmosmeTTEmTITTTY
PANITERA PENGGANTI JURU SITA PENGGANTI

1. Husnan, S.Ag. 1.Mashuri

2. H. A. Zuhri Wardoyo 2.Suyadim

3. Dra. Dyah Kholidah NA. 3. Febry Emawan Dewata

4. Hanim Makhsusiati, S.H. 4. Moch. Nur Prehantoro:

5, Ryana Marwanti, S.H. 8, Ahmad

6. Taufik, S:H. 6. H. Ach. Zuhrii Wardoyo

7. Ali Mukhtar, S.H.

8. Abdul Hafidz., S.H.

e E N e R e BB EE B RS- --n---e e

= Garis Struktural
= Garis Fungsional
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B.Deskripsi Putusan Hakim Pengadilan Agama Jombang Nomor:
1194/Pdt.G/PA.Jbg tentang Tuntutan Nafkah Anak Pasca Perceraian
1. Identitas
Proses gugatan Nafkah Anak yang diajukan oleh scorang isteri yang
bernama Mardiyah binti Sa’i umur — tahun, agama Islam pekerjaan
wiraswasta, bertempaf tinggal di Dusun Ngentak, Desa Sukosari, Kecamatan

Jogoroto, Kabupaten Jombang yang sclanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Sedangkan seorang suami yang bernama Riyadi bin H. Rofi’i umur — tahun;

agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bert.empat tinggal di Dusun Ngentak,

Desa Sukosari, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang yang selanjutnya

disebut sebagai Tergugat.

é. Posita atan Fakta Hukum
Surat gugatan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal

22 Juni 2009 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang |

dengan Nomor: 1194/Pdt.G/2609/PA.Jbg. Pada pokoknya surat permohonan

tersebut mengemukakan beberapa hal sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri sah yang dahulu
pernah menikah pada tanggal 7 Juni 1986, kemudian terjadi perceraian di
Pengadilan Agama Jombang berdasarkan putusan tanggal 27 Juli 2006,
perkara nomor 807/Pdt.G/2006/PA.Jbg yang mempunyai kekuatan hukum

tetap serta dikeluarkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Jombang nomor



942/AC/2006/PA.Jog. Dari pernikahan terscbut dan sebelum terjadi
perceraian pada tahun 2006, antara Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 6 orang anak yaitu:

1) Lilik Suwarmi yang lahir pada tahun 1987 dan telah berkeluarga;

2) Joko Budiono yang lahir pada tahun 1988;

3) Zulianah yang lahir pada tahun 1992;

4) Dewi Permata Sari yang lahir pada tahun 1999;

5) Choir Nova yang lahir pada tahun 2000;

6) Siti Aisah Bahrul Firda yang lahir pada tahun 2002;

b. Tergugat bekerja sebagai wiraswasta berdagang daging ayam yang setiap
hari memperoleh keuntungan Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan setiap
bulan berpenghasilan Rp 200.000 x 30 hari = Rp 6.000.000 (enam juta
rupiah).’

c. Anak-anak yang ikut Penggugat masih belum dewasa dan memerlukan
biaya untuk makan maupun biaya untuk pendidikan, maka berdasarkan
Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam diperlukan biaya pemeliharaan
anak, dan Tergugat mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah anak

maupun biaya pendidikan.

s Dokumen berupa salinan Putusan Pengadilan Agama Jombang pada perkara Nomor:
1194/Pdt.G/2009/PA.Jbg ‘ : -
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Berdasarkan dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur’an Surat Al-Baqarah
ayat 233 berikut:
0530 48 485, B o5
Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu
dengan cara ma'ruf?

d. Sejak tahun 2006 sampai dengan sckarang Tergugat tidak pernah memberi
nafkah maupun biaya pendidikan untuk anak-anaknya yang belum dewasa,
Tergugat wajib memenuhi nafkah anak-anak maupun biaya pendidikan
setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).

3. Petitum
Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim
agar berkenan memanggil para pihak, memeriksa dan menjatuhkan putusan
sebagai berikut:

a. Mengabulkan Penggugat seluruhnya;

b. Menyatakan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa
berjumlah lima orang anak;

c. Menyatakan Tergugat sejak tahun 2006 sampai sekarang tidak pernah
memberi nafkah maupun biaya pendidikan untuk anak-anak;

d. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 149 huruf D Kompilasi

Hukum Islam dan Pasal 105 huruf C Kompilasi Hukum Islam;

'8 Depag R1, Al-Qur’an dan Tesjemahnys, b. 57
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. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah 5 orang anak sejak tahun
2006 sampai sekarang sebesar Rp 3.000.000 setiap bulannya x 4 tahun
sebesar Rp 144.000.000.00;

. Menghukum Tergugat untuk mqmberi nafkah maupun biaya pendidikan 5
orang anak yang belum dewasa setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000 (tiga
juta rupiah) sampai anak-anak tersebut mencapai umur 21 tahun;

. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

. Pertimbangan Hukum

Dalam memutuskan perkara ini Hakim menjadikan pertimbangan atas

beberapa hal diantaranya:

a) Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara,

mediator dari hakim Drs. Muhajir, S.H. yang didampingi oleh H. AguS
Hamid, S.H. sebagai sekretaris yang telah disepakati olch kedua belah pihak

berperkara.

b) Yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat

mengajukan gugatan nafkah anak terhadap Tergugat dengan alasan
Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat sejak tahun 2006 Tergugat
tidak pernah memberikan nafkah terhadap anak-anaknya yang diasuh oleh

Penggugat, atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara
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lisan yang pada pokoknya adalah Tergugat mengakui tidak pernah
memberikan nafkah kepada kelima orang anak-anaknya karena kelima orang
anak tersebut tidak mengakui dan tidak menghormati Tergugat sebagai
orang tua mereka.
Meskipun Tergugat menolak memberikan nafkah anak-anaknya dengan
alasan yang tidak berdasarkan hukum imcasu karena anak-anak Tergugat
tidak mau mengakui dan tidak mau menghormati Tergugat scbagai orang
tua, Tergugat tetap berkewajiban memberi nafkah kelima anak tersebut
karena kewajiban seorang ayah adalah memberikan nafkah yang berupa
biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk anak-anak meskipun antara ayah
dan ibu sudah bercerai. Hal ini sesuai dalam Pasal 105 huruf C dan Pasal 41
huruf B Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa:
“Seorang ayah mempunyai tanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan
dan pendidikan yang diperlukan anak”.

¢) Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan
bukti-bukti surat sebagai berikut:
1) Satu helai foto copy Akta Cerai Nomor 942/AC/2006/PA.Jbg. yang

telah diberi materai cukup, cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;

2) Satu helai foto copy KTP yang telah diberi materai cukup, cocok

dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Termohon, ditandai dengan P.2;
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d) Bukti P.1 dan P.2 tidak dibantah oleh Tergugat dengan demikian bukti-

bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat Pasal 165
HIR:
“Surat (akte) yang syah ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau
dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti
yang cukup bagi kedua belah fihak dan ahli warisnya dan sckalian orang
yang mendapatkan hak dari padanya tentang segala hal yang discbut di
dalam surst itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai
pemberitahuan sahaya, dalam hal terakhir hanya jika yang diberitahukan itu
berhubungan langsung dengan perihal pada surat (akte) itu. .

¢) Berdasarkan bukti P.1 perkara tersebut adalah wewenang Pengadilan
Agama Jombang untuk meiﬂeriksa dan mengadili sesuai dengan maksud
Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memerikss, memutus dan
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam dibidang: perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang
dilakukan berdasarkan hukum Islam, wagaf dan shadagah. 8

Gugatan tersebut telah diajukan dengan tata cara yang benar yang diatur
oleh perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan Penggugat harus
diterima.

f) Berdasarkan bukti P.2 Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami isteri
sah yang menikah tanggal 27 Juni 1986, kemudian Penggugat dan Tergugat
bercerai sebagaimana surat Akta Cerai Nomor 942/AC/2006/PA.Jbg.

tertanggal 28 Agustus 2006.

7R. Soesilo, RIB/HIR, h. 122
8 Achmad Fauzan, Himpunan Undang-undang Lengkap tentang Badan Peradilan, h. 221
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g) Disamping bukti-bukti tertulis tersebut Penggugat juga menghadirkan tiga

1. Nurjono bin Misto (saksi I;
2. Sutrisno bin Abd. Manan (saksi II);
3. Nur Holidah binti Nur Chamid (saksi IIT);

h) Tuntutan nafkah lampau anak-anak dari kedua belah pihak yang dilalaikan

oleh Tergugat sejak tahun 2006 sampai tahun 2009, majelis hakim
berpendapat bahwa nafkah lampau (magdiyah) tersebut merupakan
kewajiban ayah dan ibu, oleh karena itu nafkah anak tersebut tidak dapat
dituntut oleh isteri sebagai hutang suami, hal tersebut sesuai dengan
Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/OBZ/SK/IV/2007, tentang
Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan in casuPedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II
Bab II Teknis Peradilan huruf B Pedoman Beracara Pada Pengadilan Agama
angka 2 huruf a. 15:
“Nafkah anak merupakan kewasjiban ayal, dalam kcadsan ayah tidak
mampu, ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak Oleh karena nafkah
ansk merupskan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak
dspat dituntut oleh istri sebagai hutang suami. Tegasnya tidak ada natkah
madiyah untuk anak’®

i) Menurut pendapat salah satu hakim dalam perkara ini, dasar hukum atau

istinbat hukum yang dipakai oleh hakim tidak mengabulkan gugatan nafkah

® Mahkamah Agung Rl, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilen Dalam Empat
Lingkungan Persdilan, h. 481 '
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anak masa lampau (madiyah) adalah karena nafkah madijyah adalah
kewajiban ayah dan ibu, oleh Mahkamah Agung tidak dibedakan mana yang
lebih berhak dan tidak dijadikan permasalahan. Hak dan kewajiban orang
tua pada anak legalisningnya hakim memutuskan bahwa nafkah madiyah
menjadi kewajiban ayah dan ibu meskipun sudah bercerai, maka tidak ada
alasan mantan isteri untuk menuntut nafkah madiyah.”’

j) Tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak untuk masa yang akan datang,
terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan kemampuan dan
penghasilan Tergugat setiap bulan (vide Pasal 28 Undang-undang Nomor 4

Tahun 2004):

“Hakim wajib menggali, mengikat dan memahami nilai-nilai hukum dan
1asa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”"’

k) Dalam gugatannya Penggugat - mendalilkan Tergugat bekerja scbagai
wiraswasta berdagang dagi'n‘g ayam yang setiap hari memperoleh
keuntungan Rp 200.000 (duva ratus ribu rupiah) dan setiap bulan
penghasilannya Rp 200.000 x 30 hari = Rp 6.000.000 (enam juta rupiah)
untuk itu Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya
tersebut (vide Pasal 163 HIR):

“Barang siapa, yang menyatskan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan
suatu perbuatan untuk mengustkan haknya itu, atau untuk membantah hak

' Muh. Syafi, Wawancars, Jombang, 23 Desember 2010
" Achmad Fauzan, Himpunan Undang-undang Lengkap tentang Badan Peradilan, b. 16
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orang lain, maka orang itu harus membuktikan sdanya hak itu atau adanya
kejadian itu. "

) Tergugat di persidangan membantah dalil gugatan Penggugat yang
menyatakan Tergugat berpenghasilan sebesar Rp 6.000.000 (enam juta
rupiah) akan tetapi Tergugat mengakui bexjual;n daging ayam dalam skala
kecil dan setiap hari hanya memperoleh keuntungan antara Rp 20.000 (dua
puluh ribu rupiah) sampai Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), oleh karena
itu pengakuan Tergugat mengenai penghasilan sebesar Rp 20.000 sampai
Rp. 30.000 setiap harinya harus dinyatakan sebagai alat bukti sempurna dan
mengikat (vide Pasal 174 HIR):
“Pengakuvan yang divcapkan dihadapan hakim cukup menjadi bukti untuk
memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri,
zzzz%m dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk

m)Dan mengenai keadaan Tergugat berjualan daging ayam dalam skala kecil
juga dikuatkan oleh keterangan saksi kedua Penggugat.

n) Berdasarkan fakta-fakta di atas ternyata penghasilan Tergugat sebagai
penjual daging dalam skala kecil adalah sekitar Rp 900.000 (Sembilan ratus
ribu) setiap bulan.

o) Tentang kemampuan dan penghasilan Tergugat berkaitan dengan kewajiban
memberi nafkah keempat anaknya sebagaimana terurai dalam pertimbangan

di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat secara ekonomi mampu

- 2R Soesilo, RIB/HIR, h. 119
B mid h. 128
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untuk memberikan nafkah untuk anak-anaknya, oleh karena itu jumlah yang
dipandang layak dan sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat
untuk keempat anak-anak Tergugat: 1. Zulianah, umur 19 tahun, 2. Dewi
Permata Sari, umur 10 tahun, 3. Choir Nova, umur 9 tahun, dan 4. Siti
Aisah Bahrul Firda, umur 8 tahun adalah sebesar Rp 300.000 (tiga ratus
ribu) setiap bulan.

Keputusan hakim tersebut di atas sesvai dengan firman Allah dalam Al-

Qur’an surat At-Talaq ayat 7, yang berbunyi:

W p Bl g i)
Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut
kemampuannya.”
Pada ayat di atas jelas bahwa ayah mempunyai kewajiban memberikan
nafkah kepada ibu untuk anak-anaknya dengan cara yang baik menurut
kemampuan, kebiasaan setempat yang berupa makanan, dan pakaian serta
tempat.

p) Selain itu, asas yang dipakai dalam memutuskan suatu perkara yaitu
berdasarkan pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 dan
Undang-mndang Nomor 4 Tahun 2008 yang pada pokoknya berbumyi:
“Hakim sebagai penegak hukum di Pengadilan Agama wajib mengetahui
hukum yang hidup di masyarakat bukan hanya berpedoman pada Undang-

undang saja.”15

 Depag R1, A/-Qur’an dan terjemahnya, h. 946
15 Muh. Syafi, Wawancara, Jombang, 23 Desember 2010
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5. Diktum/Amar Keputusan

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim sesuai dengan kenyataan dalam

persidangan dan alat bukti serta saksi yang diajukan oleh Penggugat dan

Tergugat, majelis hakim memutuskan:

a. Mengabulkan Penggugat untuk sebagian;

b. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 4 (empat) orang anak
kepada Penggugat masing-masing bernama: 1. ZULIANAH, umur 19 tahun,
2. DEWI PERMATA SARI, umur 10 tahun, 3. CHOIR NOVA, umur 9
tahun, dan 4. SITI AISAH BAHRUL FIRDA, umur 8 tahun sebesar
minimal Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak
tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

c. Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

d. Membebankan _Peﬁggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.

416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);



BABIV
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA JOMBANG TENTANG
PERMINTAAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN

A. Analisis Istinbat Hukum Hakim Pengadilan Agama Jombang Dalam
Memutuskan Perkara Nomor: 1194/Pdt.G/2009/PA.Jbg Tentang Permintaan
Nafkah Anak Pasca Perceraian

Dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989
menetapkan tugas dan wewenang Pengadilan Agama yakni memeriksa, memutus
dan menyelesaikan perkara perdata tertentu dibidang:

a. Perkawinan.
b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
¢. Wakaf dan Shodagoh

Kewenangan tersebut dikaitkan dengan asas personalitas keislaman yakni
hanya mereka yang beragama Islam saja yang berperkara dan dapat ditundukkan
kedalam kekuasaan lingkungan di Pengadilan Agama, itupun hanya dalam
perkara-perkara perdata seperti discbut di atas. Sedangkan tuntutan nafkah untuk
anak termasuk dalam bidang perkawinan.

Terkait dengan hal itu tentang proses pemyclesaiannya dilakukan oleh
Pengadilan Agama di tingkat pertama, yaitu Pengadilan Agama yang

berkedudukan di Kotamadya atau ibukota kabupaten. Dan berhubung pihak- .

56
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pihak yang berperkara berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama
Jombang, maka yang berwenang menanganinya adalah Pengadilan Agama
Jombang.

Seperti yang terjadi pada masalah ini, tepatnya perkara yang terdaftar
pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Jombang Nomor:
1194/Pdt.G/2009/PA.Jbg tentang gugatan nafkah anak pasca perceraian.

Perkara ini diajukan oleh Mardiyah binti Sa’i melawan Riyadi bin H.
Rofi’i bahwa pokok masalah tersebut adalah gugatan nafkah anak karena selama
4 tahun pasca perceraian, mantan suami atau ayah tidak pernah memberikan
nafkah untuk anak-anaknya schingga Penggugat mengajukan gugatan nafkah
anak ke Pengadilan Agama Jombang, Yang mana dalam hal ini, hakim tidak
berhasil menasehati kedua belah pihak yang berperkara untuk damai.

Pada persidangan Penggugat mengajukan tuntutan kepada Tergugat
tentang nafkah lampau (madiyah), yaitu nafkah lampau untuk anak-anak
Penggugat yang meliputi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak masa lampau.

Hakim memutuskan bahwa nafkah lampau (madiyah) merupakan
kewajiban ayah dan ibu selama anak tersebut belum berusia 21 tahun dan belum
pernah menikah, maka tidak ada alasan isteri untuk menuntut nafkah magiyah.
Dasarnya adalah “Seorang ayah bertanggung jawab atas semua biaya
pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, apabila ayah dalam

kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu juga ikut
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memikul biaya tersebut”, yang diambil dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
Pasal 41 huruf B. Selain itu, hakim berpedoman kepada Keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang pemberlakuan
Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pedoman
Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II Bab II Teknis Peradilan huruf B
Pedoman Beracara Pada Peradilan Agama angka 2 huruf a. 15:
“Nafkah anak merupakan kewasjiban ayah, dalam keadaan ayah tidak mampu,
ibu berkewajiban untuk memberi natksh anak. Oleh karena nafksh anak
merupaksn kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak dapat
dituntut oleh istri scbagai hutang suami, Tegasnya tidak ada nafkah madiyah
untuk anak™
Tuntutan nafkah madiyah sejumlah Rp. 144.000.000 selama 4 tahun akan
memberatkan Tergugat, pernyataan “memberatkan Tergugat” dipertimbangkan
dari kenyataan bahwa suami bekerja sebagai penjual daging dengan skala kecil di
atas meja ukuran 60 cm x 90 cm dan hanya menghasilkan uang yang cukup untuk
kebutuhan sehari-hari.
Pada bab II telah disebutkan bahwa kadar nafkah itu sekadar mencukupi
keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang
berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat, disesuaikan dengan

keadaan dan tingkatan suami. Dalam hal ini suami tidak dapat dibebani hal yang

melebihi kemampuannya.

! Mahksmah Agung RI, Pedaman Pelaksanasn Tugas dan Administrasi Pengedilan Dalam Empat
Lingkungan Peradilan, h. 481
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Allah berfirman dalam Surat Al-Baqgarah ayat 286:

Ggan 3'91\2.:53 W LISy

Allah tidak membebani seseorang melainkan  sesuai deizgau
kesangzy)annya.z

Sabda Nabi SAW.:
o s - O ¢ - // - (] ‘/‘ ‘}- @
L% (5 O Gy US” ek J O Gy ) O

Sesungguhnya Allah suka memberikan keringanan-keringanan-Nya
sebagaimana I scnang memberikan keharusan-keharusan-Nya.’

Pertimbangan ini kiranya sudah sesuai bahwa suatu keputusan haruslah
adil dan memperhatikan kedua belah pihak. Dalam hal ini hakim memperhatikan
kemampuan suami, yang hanya sebagai pedagang daging ayam dengan skala
kecil, hasilnya bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan 4 orang anak. Pada
Surat At-Talaq ayat 7 juga disebutkan: “Hendaklah orang yang mampu memberi
nafkah menurut kemampuannya.” Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa suami
hendaknya memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya.

Dasar hukum atau istinbat hukum yang dipakai oleh hakim tidak
mengabulkan tuntutan nafkah madiyah adalah kewajiban ayah dan ibu itu sudah
benar, karena hakim berdasarkan pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1
tahun 1974. Dan juga oleh Mahkamah Agung tidak dibedakan mana yang lebih
berhak dan masalah tersebut tidak dijadikan permasalahan. Hak dan kewajiban

orang tua pada anak legalisningnya hakim memutuskan bahwa nafkah madiyah

. 2 Depag R1, A/-Qur’an dan Terjemabnya, h. 72
e ot e 3 NMuchlis Usman, Kaidsh-kaidsh Ushuliysh dsn Figiyeh, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.



menjadi kewajiban ayah dan ibu meskipun sudah bercerai, maka tidak ada alasan
isteri untuk menuntut nafkah madiyab.

Sedangkan tuntutan nafkah anak untuk masa yang akan datang,
Penggugat (ibu) menuntut nafkah umtuk anak-anaknya sebesar Rp 3.000.000
(tiga juta rupiah) itu terlalu tinggi dibanding dengan kemampuan ayah yang
hanya sekitar Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) tiap bulan. Dalam hal ini
hakim memutuskan ayah wajib memberikan nafkah untuk anak-anaknya minimal
sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut
dewasa atau berumur 21 tahun.

Pada kasus ini dapat difahami bahwa ibu menuntut lebih dari apa yang
dimiliki ayah. Seandainya hakim tidak memperhatikan kemampuan ayah, dan
mengabulkan gugatan ini, artinya putusan ini bisa membebani ayah di atas
kemampuannya dan bisa saja terjadi dalam memenuhi tanggung jawab suami
mencari nafkah untuk anak-anaknya di jalan yang tidak direstui oleh Allah SWT.
karena telah nyata keterbatasan kemampuan ayah tersebut.

Dalam hal ini, asas yang dipakai oleh hakim dalam memutuskan suatu
perkara yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 pasal 5 dan
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 yang pada pokoknya berbunyi: “Hakim
sebagai penegak hukum di Pengadilan Agama wajib mengetahui hukum yang

hidup di masyarakat bukan hanya berpedoman pada Undang-undang saja.”
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Dalam suatu persidangan terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan

dan sudah diatur dalam Undang-undang. Tahapan-tahapan dalam persidangan ini

meliputi:

1.

2.

Memanggil para pihak yang berperkara di ruang sidang.

Mendamaikan para pihak yang berperkara.

Diadakannya tanya jawab (replik-duplik).

Diadakannya pembuktian melalui saksi-saksi dan surat yang dibutuhkan.
Membuat kesimpulan dan dilanjutkan dengan pembacaan keputusan.

Berarti jelas, bahwa dalam mengambil keputusan dalam perkara ini -

hakim sudah melalui tahapan-tahapan tersebut. Keputusan yang diambil oleh

hakim sudah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Pada prinsipnya setiap keputusan yang diambil oleh hakim harus dihadiri

kedua belah pihak yang berperkara. Hal ini untuk menghindari penyimpangan

dalam penyelesaian dan pengambilan putusan dalam berperkara. Ini sesuai

dengan hadist Rasulullah SAW., yang berbunyi:
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Dari Hannad dari Husain al-Ju’fi, dari Zaidah dari Simtak bin Harb
dari Hanasy dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata: Rasulullall saw
bersabda kepadaku: Apabila dva pihak meminta keadilan kepadamu
maka janganish -engkan memutus - haknya dengan mendengarkan
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keterangan satu pihak saja sehingga engkau mendengarkan
keterangan pihak lainnya. Dengan demikian engkau akan mengetahui
bagaimana scharusnya memutus. 4
Hendaknya dalam mengambil keputusan scorang Hakim harus
memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak agar putusan yang diambil lebih
tepat dan dirasa adil bagi para pihak yang berperkara. Dalam kasus ini; jumlah
nafkah yang dituntut dirasa memberatkan sang ayah mengingat penghasilan ayah

yang sangat minim bisa saja jumlah tersebut dikurangi, disesuaikan dengan

kondisi agar tanggungan tersebut tidak menjadi remeh.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jombang Pada
Perkara No. 1194/Pdt.G/2009/PA Jbg Tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian
Apabila suatu perkara telah diputus dan memperoleh kekuatan hukum
yang tetap, maka pihak-pihak yang dikalahkan secara sukarela dapat
melaksanakan putﬁsan tersebut. Dengan demikian selesailah perkaranya tanpa
mendapat bantuan dari Pengadilan dalam melaksanakan putusan tersebut.
Apabila seorang laki-laki dan perempuan sudah berikrar untuk hidup
bersama dalam suatu perkawinan, hendaklah berusaha untuk tetap saling
bersatu dalam sebuah rumah tangga sampai akhir hayatnya. Akan tetapi banyak
dijumpai dalam bahtera rumah tangga terjadi perbedasn dan konflik yang ada
kalanya tidak dapat diatasi. Dalam sebuah perkawinan tidak selamanya baik-

Y]

4 Imem Turmudzi, Sunan Turmudzi Juz IIT, Beirut, Libanon, Darul Qutub Al-Timish, tt. 63
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baik saja, tak selalu damai-damai saja, manakala ikatan cinta kasih sebagai
fondasi penting dalam perkawinan itu sudah terurai dan tidak bisa
dipertahankan lagi, maka perceraian adalah jalan yang kerap diambil suami
atau isteri untuk méﬁyeiesaikan masalahnya. Perceraian merupakan malapétaka
bagi si anak sebab si anak tidak lagi dapat merasakan kasih sayang dari kedua
orang tuanya yang merupakan unsur penting bagi pertumbuhan anak.

Jika perceraian itu terjadi, orang tua tetap mempunyai kewajiban
memelihara dan mendidik anak-anaknya yang masih di bawah umur. Hal ini
semata-mata berdasarkan kepentingan sang anak. Adapun kewajiban itu
meliputi kewajiban jasmaniyah yaitu kewajiban memberikan nafkah, pakaian
dan perumahan, sedangkan kewajiban rohaniah yaitu mengisi jiwanya dengan
akhlak yang baik.

Jika dalam pengasuhan anak terjadi perselisihan antara ayah dan ibu,
maka ibu yang lebih berhak mengasuh anak karena ibu memegang peranan
penting dalam mendidik anak, ibu yang melahirkan, mengasuh dan mendidik
anak. Tbu paling tahu keadaan anak, ibu jauh memiliki kelembutan dan kasih
sayang apalagi anak tersebut masih memerlukan ASI kecuali jika ada

penghalang yang menghapuskan hak si ibu untuk mengasuh anak.



Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan dari Amr bin Syw’aib dengan
menukil dari ayahnya, dari kakeknya
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Dari Abdullah bin Amru r.a (katanya): Sesungguhnya scorang wanita
berkata “Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku menjadi
tempatnys, susuku menjadi minumnya, pangkvanku menjadi
pemeliharaannya, dan sesungguhnya.ayahnya telah mentalaq saya dan

dia hendak mengambil anaknya dari pangkuanku.” Lalu Rasulvliah
Saw. bersabda kepadanya: ;‘Eygkau lebih berhak terhadapnya selama

kamu belum menikah lagi’.

Pada hadist diatas dapat disimpulkan bahwa ibulah yang berhak
memelihara anaknya selama anak itu memerlukan pelayanan seorang wanita.
Meskipun pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian dilakukan ibu dari
anak tersebut, biaya pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab ayah.

Dalam hal pemberian nafkah anak, Allah swt. telah menjelaskan dalam

Al-qur’an surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:
2
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Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu
dengan cara ma'ruf?

5 Abu Daud, Sunan Abi Daid, Juz 3, Beirut, Darul Qutub al-‘Tim'ish, 1996, tt. 446
6 Depag RI, Al-Qur’an dan Tezjemahnys, b. 57
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Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang ayah mempunyai kewajiban
memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak sampai ia
bisa hidup mandiri atau ia sudah menikah.

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama
ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut
setelah terjadi perceralan Dalam memelihara, mendidik dan membiayai anak
yang masih kecil diperlukan kerjasama dan tolong menolong hingga anak
tersebut dewasa dan bisa melakukan pekerjaannya sendiri tanpa perlu bantuan
dari orang lain termasuk orang tuanya sendiri.

Hubungan ayah dan anak adalah hubungan nasab tidak akan pernah putus
dan terhalangi oleh sebab apapun, baik karena perceraian ataupun kematian salah
satu pihak.

Mengenai gugatan Penggugat memumtut nafkah anak (madiyah) perkara
Nomor: 1194/Pdt.G/2009/PA.Jbg sebesar Rp. 144.000.000 (seratﬁs cr;lpat puluh
empat juta rupiah), Pengadilan Agama Jombang memberikan pertimbangan
sendiri seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Terhadap gugatan
nafkah madiyah anak selama 4 tahun merupakan kewajiban ayah dan ibu, Hakim
berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:
KMA/032/SK/IV/2007. Selain itu dalam pasal 41 huruf B Undang-undang No. 1
tahun 1974 menerangkan bahwa: “Scorang ayah mempunyai kewajiban atas

semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, tetapi apabila dalam kenyataan
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tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat memutuskan bahwa
ibu ikut memikul biaya tersebut.”

Sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab: fighus sunnah,
menyatakan:

”Mst};uuuukxjo»uﬁww;}%&?;ﬂ

Gugatan nafkah ]ampau yang waktunya sudab lebih dari satu tahun

tidak dapat diterima.

Oleh karena itu permintaan Penggugat mengenai nafkah madiyah
tersebut di atas dinyatakan tidak dapat diterima.

Kalaupun gugatan nafkah madiyah pada perkara ini tidak dapat diterima
harusnya tidak dinyatakan dalam bagian pertimbangan, tetapi pada bagian awal
administrasi pengajuan perkara sehingga tidak perlu dilakukan pemeriksaan
perkara. Kesalahan yang terjadi ada pada pernyataan “ tidak diterima ~ pada
pertimbangan dan amar putusan. Seharusnya gugatan ini dinyatakan “ditolak”
bukan “tidek diterima” karena pada kenyataannya hakim telah memeriksa
gugatan ini dan memberikan pertimbangan hukum tersendiri. Padahal gugatan
yang tidak diterima adalah salah satunya karena syarat gugatan tidak terpenuhi.
Sedangkan secara formil dan materiil gugatan ini sudah memenuhi syarat yang
ditentukan perundang-undangan maupun hukum Islam.

Putusan ditolaknya gugatan nafkah madiyah ini bila dikaitkan dengan

pendapat fuqaha’ berarti mengikuti pendapat Hanafi yang menyatakan bahwa
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nafkah lampau tidak meﬁjadi hutang tanpa adanya keputusan Hakim.” Dalam hal
ini hakim membebaskan nafkah lampau schingga bisa dipahami bahwa nafkah
yang belum dibayar tidak menjadi hutang. Seandainya nafkah lampau dianggap
menjadi hutang, maka scharusnya Hakim membebankannya. Karena hutang akan
gugur dengan cara dilunasi atau dibebaskan.
Keputusan tersebut sesuai dengan kaidah fighiyah yang berbunyi:
s ’. . . p ] o 7 P
Ll ag! 2 J“"Y‘
Hukum yang asal adalah bebasnya sescorang dari segala tanggungan.g
Untuk menguatkan gugatannya, Penggugat juga membawa ﬁga orang
saksi dan alat bukti berupa surat. Sejalan dengan prinsip kesaksian menurut
Islam bahwa hukum asal saksi adalah dua orang, bilamana kurang dari dua orang
harus ditambah dengan alat bukti lain sebagai pengg@tinya. Ketentuan ini
seperti yang disebutkan dalam firman Allah Surat Al-Bagarah ayat 282:
-.-proa‘)af o(s « f"f"’;:ﬂ" - L] or s o, 7 i~
o0y 0 o UsSG  0 (0 e i 15322
AUV ;,A c)}:é:f :;u
Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki
diantaramu, Jika tak ada dua lelaki , maka (boleh) seorang lelaki dan

dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya Jjika
seorang lupa maka scorang lagi mengingatkannya.

7 Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Lima Mazhab, pentesjemsah: Afif Muhammad, h. 405
8 Muchlis Usman, Kaidah-kaidsh Ushuliyah, h. 116.
® Depag R, A/-Qur’an dan Tetjemabnys, h. 70
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Hal ini senada dengan pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun
1989 yang berbunyi:

“Pengadilan sctelah mendengar keterangan saksi tentang sifat
persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari
keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim. 0

Dalam istilah hukum dikenal asas hukum “Lex spesialis derogate lex
generalis” yaitu hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum.
Berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf C Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang
merupakan Jex spesialis, maka hakim karena jabatannya, tanpa harus ada
permintaan dari pihak isteri dapat menghukum kewajiban membayar biaya
penghidupan dan pendidikan anak akibat terjadinya perceraian atau menentukan
suatu kewajiban terhadap pihak bekas isteri. Hal ini maksudnya agar
terwujudnya perceraian yang adil dan jhsan, disamping demi terwujudnya
peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ﬁngan.

Dengan demikian sudah benar bahwa -Hakim membebani suami
kewajiban memberi biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk anak karena telah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan tuntutan nafkah anak dimasa yang akan datang merupakan
kewajiban ayah atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang masih kecil

sampai anak terscbut dewasa.

1 A chmad Fauzan, Himpunan Undang-undang Lengkap Tentang Badan Peradilan, h. 225
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Hakim memang tidak diperbolehkan menolak perkara demgan dalih
hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan
mengadili. Hakim wajib mengadili seluruh Petitum yang diajukan dan tidak
boleh mengadili lebih dari yang diminta, kecuali untuk menentukan lain.

Menurut pendapat penulis, hakim dalam memutuskan perkara ini sudah
benar menurut hukum karena ia berdasarkan pada pasal 41 huruf (a) Undang-
undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan
baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya,
semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Dan pada pasal 105 huruf C
Kompilasi Hukum‘ Islam  menjelaskan bahwa biaya pemeliharaan anak
ditanggung oleh ayahnya, Dalam hal ini Penggugat menuntut nafkah anak
sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Tergugat dalam jawabannya tidak
sanggup memberikan nafkah anak sebesar itu, karena Tergugat bekerja sebagai
penjual daging ayam dalam skala kecil yang berukuran 60 cm x 90 cm dan setiap
harinya hanya mémperoleh keuntungan antara Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
sampai Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) atau antara Rp 600.000 (enam ratus
ribu rupiah) sampai Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan.
Maka hakim memutuskan Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan
pendidikan anak-anak untuk masa yang akan datang sebesar minimal Rp 300.000

(tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, sebab hakim berdasarkan pada pasal 28
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Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 yaitu hakim wajib mempertimbangkan
kemampuan dan penghasilan Tergugat setiap bulannya.

Pada keputusan hakim pada perkara Nomor: 1194/Pdt.G/2009/PA
jombang, tentang biaya pemeliharaan dan pendidikan anak masa yang akan
datang yang dituntut oleh isteri atau mantan isteri adalah sejalan dengan hukum
Islam yang mana seorang ayah mempunyai kewajiban memberi pembiayaan yang
diperlukan oleh anak yaitu memberi nafkah atau biaya pemeliharaan dan
pendidikan anak-anak sampai anak tersebut bisa hidup mandiri (dewasa) dan
berumur 21 tahun. Dalam hal ini penulis sependapat, hal ini berdasarkan
penjelasan pasal 105 huruf C dan pada pasal 149 huruf D Kompilasi Hukum
Islam menjelaskan bahwa: “Seorang ayah mempunyai kewajiban memberikan

biaya hadanah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun.



BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari rangkaian berbagai penjelasan pada bab-bab sebelumnya, dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Deskripsi hakim Pengadilan Agama Jombang pada perkara permintaan
nafkah anak No. 1194/Pdt.G/2009/PA.Jbg, majelis Hakim berpendapat bahwa
Tergugat secara ekonomi ﬁmpn memberikan nafkah untuk anak-anaknya,
oleh karena itu jumlah yang dipandang layak dan sesuai dengan kemampuan
dan penghasilan Tergugat untuk keempat anak-anak Tergugat adalah sebesar
Rp 300.000 (tiga ratus ribu) setiap bulan. Hakim berdasarkan pertimbangan
ayah (Tergugat) yang bekerja sebagai penjual daging ayam dengan skala
kecil.

2. Istinbat hukum yang dipakai oleh Hakim Pengadilan Agama Jombang dalam
memutuskan perkara gugatan nafkah anak pasca perceraian yang diajukan
oleh ibu adalah berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-undang No.l tahun
1974, Pasal 98 huruf a dan Pasal 105 huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam yang
menyatakan bahwa ayah wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya
tersebut sampai berumur 21 tahun atau sudah menikah, yang besarnya

disesuaikan dengan kemampuan ayah.

L |
| S
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3. Analisis hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Jombang
yang mewajibkan ayah memberi nafkah untuk anak meliputi biaya
pemeliharaan dan pendidikan anak adalah benar dan sejalan dengan hukum
Islam, karena pemberian nafkah tersebut hukumnya wajib. Perintah

memberikan nafkah telah ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Lafad

A

4 o ss% 7 5.8 v
S5y Gy B o B mengantmg peritah kewsib

memberikan nafkah kepada ibu untuk anak.

B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka:

1. Untuk melindungi hak anak-anak setelah kedua orang tuanya bercerai,
sebaiknya Hakim Pengadilan Agama mencantumkan dan menetapkan uang
nafkah kepada ayah untuk diberikan setiap bulannya. Dan membuat
peraturan yang tegas mengenai pemberian nafkah dan pelaksanaannya.
Apabila ayah tidak memberikan uang nafkah yang dijanjikan dapat dikenai
sanksi yang tegas.

/2. Bagi masyarakat hendaknya memperhatikan tata cara berperkara agar
gugatan dapat dipertimbangkan sebaik mungkin dan didapatkan keputusan
yang benar dan adil.

3. Dalam mengambil keputusan seorang Hakim harus memperhatikan
kemaslahatan kedua belah pihak agar putusan yang diambil lebih tepat dan
dirasa adil bagi para pihak yang berperkara.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Ghazali, Figh Munakahat, Jakarta, Kencana, 2008
Abu Daud, ‘Sunan Abu Daud, Juz 3, Beirut, Darul Qutub al-Ilmiah, 1996

Achmad Fauzan, Iﬁmptman Undang-undang Lengkap tentang Badan Peradilan,
Bandung, CV. Yrama Widya, 2004

Adhim, M. fauzil, Kado Pernikahan Untuk Istriku, Yogyakarta, Mitra Pustaka, 1998
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta, Kencana, 2006

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta, Prenada Media,
2006

Ash-Shan’any, Subulus Salam, Juz III, Penterjemah: oleh Abu Bakar Muhammad,
Surabaya, Al-Ikhlas, 1995

Dahlan, Abdul Aziz (eds), Ensiklopedi Hukum Is/am, Jakarta, PT. Ichtiar Baru, 1997

Deddy Mulyana, metodologi Penelitian Kualitatif Bandung: Remaja Rosdakarya,
2004

Gumala Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta,
Kencana Prenada Media Group, 2006

Hamdani, al-, Risalah Nikah, Penterjemah oleh Agus Salim, Jakarta, Pustaka Amani,
2002

Imam Turmudzi, Sunan At-Turmudz, Juz II, Beirut, Libanon, Darul Qutub al-
‘Ilmiah, tt.

Masjkur Anhari, Usaha-usaha Untuk Memberikan Kepastian Hukum Dalam
Perkawinan, Surabaya, Diantama, 2007

M. Thalib, Perkawinan Menurut Islam, Surabaya, Al-Ikhlas, 1993

Muchlis Usman, Kaidah-kaidah Ushuliysh dan Figiyah, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2002.



Mughniyah, Muhammad Jawad, Figih Lima Mazhab, Penterjemah: Afif Muhammad,
Jakarta, PT. Lentera Basritama, 2000

Poerwadirwanta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1993

Ramulyo, Moh. Idris, Hukum Perkawinan Islam: Svatu Analisis Dari Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta, Bumi
Aksara, 1999

R. Soesilo, RIB/HIR, Bogor, Politei, 1995

Sayyid Sabiq, Terjemah Fighus Sunnah: Fikih Sunnah Jilid 6, Bandung, PT. Ma’arif,
1990 ‘

............... , Terjemaah Fighus Sunnah; Fikih Sunnah Jilid 8, Bandung, PT. Ma’arif,
1990

Sitanggal, Anshori Umar, Figh Syafi’i Sistematis, Semarang, CV. Asy-Syifa’, 1994

Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia,
2010

Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, 1990
Sulaiman Rasjid, Figh Is/am, Bandung, CV. Sinar Baru Algesindo, 2010
Sya’roni, as-, Al-Mizanu al-Kubra I, Dar Al-Fikr, 1401 H/1981 M

Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta, 1995

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Ensiklopedi Nasional, Jakarta, PT. Cipta
Adi Pustaka, 1990 ' '

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van
Hoeve, 1994

Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Jakarta. 2009

Redaksi Sinar Grafika, Amandemen Undang-undang Peradilan Agama (UU RI No. 3
Th. 2006), Jakarta, Sinar Grafika, 2606,

Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, Bandung, CV. Nuansa Aulia,
2008.



